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Abstrak 
Jurnal ini membahas tentang peran dan efektifitas Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
berdasarkan undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan 
pidana anak dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tantng Bantuan 
Hukum. Dapat ditarik tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektifitas dan bagaimana peran 
Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam melakukan mendampingan anak bersarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan prosedur 
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tantng Bantuan Hukum dan mengetahui factor-
faktor terjadinya kasus anak. Jenis penilitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-yuridis, kemdian sumber data 
penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan  sumber data sekunder seperti studi 
kepustakaan dengan cara mengolah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait. Selanjutnya metode pengumpulan data 
yang digukana adalah wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga 
Bantuan Hukum Makassar selain di LBH terdapat juga penelitian tambahan sebagai data 
pendukung sebagai gambaran umum kasus pidana anak di Kota Makassar yaitu Polrestabes 
Makassar dana Balai Permasyarakatan Kelas I A Kota Makassar dengan langsung melakukan 
wawancara dengan pengacara dan anak yang telah di dampingi oleh Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar serta mengambil data staff Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Implikasi 
dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prosedur 
yang sesuai terdap kasus pidana anak dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 
bahwa lingkungan anak guru pertama yng menjadi tempat belajar anak sehingga tau tentang 
perspektif anak.  
Kata Kunci: Peranan, LBH Makassar, Kasus, Pidana Anak 
Abstract 
The Jurnal discussed the role and effectiveness of Makassar legal aid Institutions under 
statute of law number 11 of 2012 on the justice system climinal child and procedure in statute 
16 0f 2011 legal aid. The objective of this study is to know the effectiveness and role of the 
Makassar legal aid Institutuons in performing child assistance under the 2012 law number 11 
0n the child’s climinal justice system and procedures in the 2011 number 16 law on legal 
assistance and knowing factors in the child’s case. This type of study is qualitative the 
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research approach is used is socio-juridical,  whereas the source of data (a study of literature 
by studying books, literature and legislation relating to thedid issues).In turn, the methods of 
data collection were interviews and documentaries. The study has been conducted in the 
Makassar Legal aid society as more than  in the larger areas as general picture of the child 
crime of Makassar, which is the state depertement of Makassar, by conducting live 
interviewrs with the lawyers and children who have been escorted by the Makassar legal aid 
society. The Implication of this research is to give the public a knowledge of appropriate 
procedures for child criminal cases and to give understanding to the community that the first 
child teacher environment has become a child’s learning ground so well know about the 
child’s parcipative 




A. Pendahuluan  
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) Menyatakan :  
“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib 
menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali” 
Setiap warga negara mempunyai kedudukan di hadapan hukum tanpa terkecuali yang 
tentunya meliputi hak untuk dibela (acces to legal counsel), diperlakukan sama di depan 
hukum (equality before the law), keadilan untuk semua (Justice for all). Pemberian 
bantuan hukum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
bantuan hukum.penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan 
memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain 
itu, umtuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesaui dengan prinsip 
persamaan kedudukan di dalam hukum.1 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 56 
menyebutkan : 
1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.  
2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. 
 
1Pasal 3 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. 
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Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 
ayat (1) menyebutkan  :  
“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada para pencari 
keadilan yang tidak mampu. 
terkait undang-undang diatas, Setiap individu yang tidak mampu berhak mendapatkan 
batuan hukum secara sah dan secara Cuma-Cuma oleh advokat dan Negara wajib 
menanggung biaya perkara dalam setiap peroses peradilannya. Bantuan hukum dalam 
pengertian yang lebih umum dapat disebut sebagai cara untuk membantu orang-orang 
yang tidak mampu dalam hal mendapatkan bantuan hukum.2 kepakaran seorang ahli 
hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak diberikan kepada masyarakat 
kurang mampu saja, yang tidak mampu membiayai seorang pengacara, tetapi bagi 
sebagian orang kata legal aid ini dinilai sama dengan legal assistance yang biasanya 
punya hal dari segi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada 
masyarakat mampu dan tidak mampu. Cara yang banyak dilaksanakan akhir-akhir ini 
yaitu legal aid merupakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tetapi juga bagi 
yang mampu membayar pengacra. Dan kemudian orang kata legal aid tetap harus 
dihubungkan dengan orang miskin.3 Maksud dari aspek kesadaran hukum, diharapkan 
program bantuan hukum ini dapat mendorong tingkat kesadaran hukum masyarakat ke 
tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan 
tampak melalui sikap dan tindakan yang mencerminkan hak dan kewajiban hukum.4 
Penyimpangan yang terjadi yang dilakukan bagi pelanggar hukum di sebabkan oleh 
berbagai hal yaitu lingkungan, sosial, ekonomi dan perkembangan teknologi. Setiap hari 
tidak lepas dari para pelanggar hukum tak terkecuali anak sebagai salah satu pelanggar 
hukum tersebut. Hal ini tentunya di sebabkan beberapa hal seperti pesatnya arus 
perkembangan teknogi yang tidak bisa di imbangi, faktor pergaulan anak, dan kurangnya 
perhatian terhadap orang tua anak membuat anak bebas menerima segala informasi yang 
 
2 Bambang Sunggono dan Aries Harianto. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi. (CV. Mandar Maju: 
Bandung. 2009.) hlm. 7 
3 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.(Sinar Grafika: Jakarta. 
2000) hal. 334 . 
4 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, (LP3ES; Jakarta, 1988) h. 6-7 
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di peroleh menjadikan anak melakukan tindakan yang menyimpang. Tentunya hal ini 
merugikan perkembangan anak sehinnga terjerumus ke dalam hal yang negatif sehingga 
berujung kepada perbuatan yang melawan hukum. 
Padahal anak adalah amanah Allah SWT yang harus di pertanggung jawabkan oleh kedua 
orang tuanya. Anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tuanya pada masa kanak-
kanak karena mereka belum mampu mengurus dirirnya sendiri. Anak memerlukan cinta 
dan kasih sayang dari kedua orang tuanya sebagaimana ia memerlukan  kebutuhann. Jiwa 
anak sangat lembut dan mudan terpengaruh. Ia adalah miniatur orang dewasa yang belum 
memiliki jati diri dan belum memiliki identitas diri. Oleh karena itu, cinta dan kasih 
sayang kedua orang tuanya sangat berpengaruh pada perkembangannya menuju manusia 
dewasa seutuhnya. Anak memiliki refelksi cinta dan kasih sayang dari kedua orang 
tuanya dalam tindak nyata.5 
Berkaitan demgan pembahan anak tentungan tidak lepas dari peran keluarga dalam 
menjaga anak agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif sebagaimana firman 
Allah swt dalam surah At-Tahrim ayat 6. : 
 يَا اَيَُّها الَِّز ْيَن آ َمنُوا قُْوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاًرا َوقُوُدَهاالنَّاُس َواْلِحَجارةُ....... 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.....” (At-Tahrim : 6) 
Perlindungan terhadap anak diusahakan olek setiap Negara pemerintah, masyarakat dan 
tentunyapara orang tua. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak menyatakan : “Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang 
tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. 
Aspek hukum perlindungan anak perlu di perhatikan karena perlindungan hukum 
terhadap anak dan peradilan pidana anak merupakan salah satu cara melindungi anak dan 
pertumbuhannya di masa depan. Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung 
pengertian perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). 
 
5 Harijah Damis, Meredam Prahara Melawan Perceraian, (Jakarta : MT. Al-Itqon, 2009) hlm. 81 
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Secara Khusus yang mengatur permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Di bentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini, amtara lain karena 
disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat 
meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui suatu gejala umum yang harus 
diterima sebagai suatu fakta sosial,  namun diupayakan anak tidal harus bersentuhan 
dengan peradilan.  
Ditinjau dari aspek psikologis, manusia mengalami tahapan perkembangan yang di tandai 
oleh ciri-ciri tertentu. Untuk melihat kriteria anak, selain di tentukan atas dasar usia juga 
bisa dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya proses 
perkembangan anak yang di alami dalam kehiduoan anak, memberikan gambaran bahwa 
dalam aspek psikologis dalam hal memnutkan batasan terhadap anak terlihat adanya 
berbagai macam kriteria, baik berdasarkan perkembangan pertumbuhan jiwa anak 
maupub pada segi usia. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa dikatakan seorang anak yitu sejak masih bayi hingga masa 
kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan hingga usia 12 tahun. Namun karena dikenal 
adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat 
dikategorikan sebagai orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja6 
Jumlah usia anak menggambarkan pengelompokan kepada seseorang untuk dapat di 
kategorikan sebagai anak. Batas usia anak yang di maksud adalah pengelompokan usia 
maksimal sebagai bentuk kemampuan anak  dalam status undang-undang, sehingga anak 
tersebut berubah status menjadi orang dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat 
bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan 
hukum yang dilakukan anak itu.7 Berdasarkan undang kategori anak terdapat dalam 
undang-undang pasal 1 angka 1 nomor 35 tahun 2014 sistem peradilan pidana anak. 
 
6 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan 
Anak serta Penerapanny.(Graha Ilmu: Yogyakarta.2013) hlm.1. 
7 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (PT. Gtasindo : Jakarta 
2000) hlm. 24 
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“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.” 
Penggunaan angka sebagai ukuran batas maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak 
masih di bawah umur ditentukan secara bervariasi oleh berbagai undang-undang yang 
mengaturnya. Ada peraturan undang-undang menggunakan angka yang berbeda antara 
wanita dengan pria, misalnya BW menetapkan 15 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk 
pria untuk bisa kawin. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga membedakan yaitu 16 
bagi wanita wanita dan 19 tahun bagi pria dan yang lebih ekstrim lagi adalah ketentuan 
ajaran Islam yang tidak menggunakan angka, melainkan ukurannya adalah baligh.8 
Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan dalam 
melaksanakan putusan pengadilan, di lembaga pemasyarakatan anak harus dilakukan oleh 
pejabat yang berpendidikan khusus atau tidak mengetahui tentang masalah anak nakal. 
Perlakuan selama proses peradilan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip 
perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa 
mengabaikan pelaksanaan keadilan dan tidak menjadikan nilai kemanusiaan anak menjadi 
rendah.9 
Dari aspek perkembangan psikologis, menurut Kartini Kartono, seseorang baru memiliki 
sikap logis dan rasional ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosi anak 
menurun, sedangkan unsur intelektual dan intelektual menjadi lebih berkembang atau 
terlihat, minat objektif terhadap dunia di sekelilingnya menjadi lebih besar. Namun, ia 
juga mengatakan bahwa saat ini anak tidak lagi didominasi oleh impuls endogen dalam 
tindakan dan pemikirannya tetapi lebih dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.10 
Bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan kepada anak adalah adanya perlakuan 
tindakan melawan hukum terhadap anak. Padahal sebenarnya hak-hak anak sebagai 
pelaku tindak pidana anak harus mendapatkan peehatian yang serius dari pihak-pihak 
yang berkewajiban dan ikut andil dalam perlindungan anak, karena anak yang melakukan 
 
8 Merilang, Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur, Ad-Daulah Vol. 7 No. 1 (juni 2018). Hlm 142 
9 Nandang Sambas, PembaharuanSistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Cetakan pertama PT Graha 
Ilmu: Yogyakarta, 2010) hlm 4-5 
10 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2, (Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2013), hlm 
21. 
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tindakan melawan hukum  memiliki ha katas perlindungan dari segala bentuk 
diskriminasi dan intervensi hukum hak atas jaminan agar tida di lakukan tindakan  
penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi, hak atas Hukum Acara Peradilan 
Pidana Anak, hak untuk mendapatkan bantuan hukum baik dalam proses hukum maupun 
diluar proses penaganan kasus pidan anak. Putusan yang di berikan hakim kedepan akan 
dampak kepada kehidupan anak sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan 
hukum. Dengan demikian hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diberikan dapat 
menjadi poin dasar untuk menjadikan anak kembali ke jalan yang benar-benar bisa 
mengembalikan masa depan anak dan untuk dapat berkembang untuk dirinya sebagai 
warga yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus menjadi 
perhatian khusus bukan hanya kepada hakim tapi kepada semua para penegak hukum, 
kepolisian ,kejaksaan, Balai permasyarakatan, penasehat hukum dan hakim tentunya. 
Pasal 51 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
menyebutkan :  
“Setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari 
seorang atau lebih Penasehat Hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu 
dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah di tentukan”. 
Menurut ketentuan Pasal di atas menyebutkan bahwa setiap anak yang terkait kasus 
pidana sejak ditangkap atau ditahan oleh kepolisan berhak mendapatkan bantuan hukum 
dari seorang atau lebih Penasehat Hukum dan bantuan hukum itu dilakukan dalam setiap 
tingkatan pemeriksaan oleh kepolisian kemudian pihak kepolisan yang menangani kasus 
tersebut wajib nemberitaukan kepada anak terkait dan orang tua atau orang tua wali 
tentang anak berhak atas pendampingan oleh penasehatan hukum. 
kemudian, Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa, “Setiap anak dalam proses peradilan 
pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Dan Pasal 
23 ayat (1), menyatakan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan 
bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping 
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lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.11 berdasarkan kedua 
undang-undang diatas, menyatakan adanya kewajiban terhadap anak yang terkait kasus 
pidana untuk didampingi Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan di kepolisian 
hingga selesai. 
jadi, pemberian bantuan hukum terhadap anak yang terkait kasus pidana, juga  bertujuan 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat berkembang, hidup, dan ikut serta   
secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta memperoleh perlindungan 
dari diskriminasi dan kekerasan agar terlaksananya Restorative Justice yang menrupakan 
nyawa dari kasus pidan anak. 
Selain itu, menangani kasus Anak, Anak Korban, dan/atau saksi anak, dan Advokat atau 
pemberi bantuan hukum, Pekerja sosial, Pembimbing kemasyarakatan, Tenaga 
Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim harus memperhatikan keputusan 
terbaik bagi Anak dan harus mengedepankan suasana kekeluargaan dan nyaman tetap 
terjaga dalam proses kasus pidana anak. Salah satu hak yang seharusnya didapatkan 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah hak untuk di dampingi oleh 
penasehat hukum mualai dari anak yang di tangkap, pemeriksaan, penyidikan dan 
penyelidikan dan dalam proses persidangan bahkan pasca putusan oleh pengadilan. 
Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang SPPA yang menyebutkan bahwa anak 
bwajib memperoleh bantuan hukum selama dalam proses peradilan dan pada setiap 
tingkat pemeriksaan. Berdasarkan kasus yang telah di buat oleh anak yang berhadapan 
dengan hukum, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai, Peranan Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar dalam proses pendampingan dan efektifitas pendampingan yang 
dilakukan oleh LBH Makassar. 
B. Metode Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 
langsung di lokasi penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu 
 
11 Asfinawat i, Erna Ratnaningsih dan Ines Thioren, Bagaimana Bila : anak menjadi korban atau pelaku 
tindak pidana, (Lebaga Bantuan Hukum Jakarta :Jakarta, 2011,) hlm. 18 
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suatu penelitian pendekatan bertolak ukur kepada hukum Islam dan undang- undang 
yang berkaitan dengan jurnal dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh 
nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata yang menjelaskan gambaran 
umum LBH Makassar. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala 
lainnya. Pendekatan dalam penulisan ini adalah sosio-yuridis yaitu menjadikan hukum 
sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis meneliti suatu kelompok kecil lainnya 
dengan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial 
lainnya secara empiris analitis dan juga mempersoalkan analisa-analisa normative dalam 
rangka efektifitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Adapun jenis 
sumber data yang di hunakan yakni ; pertama, data primer Arif Tiro ialah data yang 
dikumpulkan langsung oleh penulis dari reponden di lapangan12 yaitu data yang 
diperoleh langsung di lokasi penelitian lapangan yaitu LBH Makassar. Sumber data 
primer ini merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap telah 
mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Dan data sekunder terbagi 
3 bagian yaitu ; Primer yaitu bahan hukum yang paling pertama dan diutamakan seperti 
peraturan perundang-undangan. Kemudian Sekunder yaitu bahan hukum yang 
penjelasan dan menguatkan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa berupa buku-
buku, karya ilmiah para ahli, dokumen, jurnal, kamus hukum, serta skripsi yang sejalan 
dengan masalah yang diteliti. Dan terkahit tersier yaitu bahan hukum sebagai 
pendukung referensi dan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan terkait 
penelitian ini seperti berita di media cetak maupun online yang banyak dimuat di media 
massa dan artikel resmi. Metode pengumpulan data yang dipakai penulis dalam 
penelitian ini adalah yang pertama, wawancara (interview) adalah merupakan teknik 
pengumpulan data dengan cara melaksakan komunikasi dengan narasymber. 
Komunikasai tersebut dilaksanakan dengan tanya jawab secara verbal, baik langsung 
maupun tidak langsung. Sutri Sono Hadi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
 
12 Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistic Edisi Revisi (Cet I; Universitas Negeri Makassar, 1999) h. 110 
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wawancara adalah peroses tanya jawab dalam penelitian yang dilaksanakan secara 
verbal antar dua orang atau lebih dalam bdentuk tatap muka, mendengarkan secara 
langsung tentang informasi atau keterangan-keterangan13 Kedua, bahan pustaka atau 
studi dokumen, Metode ini adalah cara akumulasi data dengan cara membaca, meninjau, 
mengkaji, membuat ulasan yang dibutuhkan, KUHP dan mengambil data dengan 
mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, 
dalam hal ini pihak Lembaga Bantuan Hukum Makassar. 
Untuk melengkapi data penlitian penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga 
Bantuan Hukum Makassar. Penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar, karena merupakan suatu Lembaga Bantuan Hukum yang menangani 
perkara anak. 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Gambaran Umum LBH Makassar  
LBH Makassar (awalnya LBH Ujung Pandang ) didirikan pada tanggal 23 
September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN (Persatuan Advokat 
Indonesia) dan kemudian bergabung dengan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN 
HUKUM INDONESIA (YLBHI) yang berkantor pusat di Jl. Diponegoro No. 74 
Jakarta Pusat. Ide pembentukan LBH Makassar ketika itu dikerjakan sebuah tim 
yang terdiri atas beberapa advokad senior seperti M.Ilyas Amin SH, Harry Tio, SH., 
H.M. Arsyad Ohoitenan SH, Fachruddin Solo SH serta Sakurayati Trisna SH. 
Pemberian nama “LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, dimana penempatan 
nama ibukota propinsi (“Makassar”) adalah suatu identitas dari kantor LBH yang 
merupakan cabang dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) 
yang saat ini telah memiliki lima belas kantor cabang yang berkedudukan di 
beberapa ibukota provinsi dan diberi nama sesuai dengan ibukota propinsi. 
Kepemimpinan LBH Makassar dimulai dari M. Ilyas Amin SH sebagai Direktur 
 
13 Sutrisno Hadi, Metodoldgi Research ,Cet.I; Jakarta: Universitas Gajah Mada, 1986, hlm. 45 
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Pertama untuk periode 1983-1986. A.Rudiyanto Asapa selama dua periode, yakni 
periode 1986-1989 dan periode 1989-1992. Direktur ketiga adalah Nasiruddin 
Pasigai SH untuk periode 1993-1996, Mappinawang SH, 1997-2003 dan M. Hasbi 
Abdullah, SH. Periode 2004 – 2007, Abdul Muttalib, SH 2007-2011, Abdul Azis, 
SH 2011-2015, dan Haswandy Andy Mas, SH 2016-sekarang.14 
 
2. Proses Pendampingan Anak Terkait Kasus Anak oleh LBH Makassar 
Proses pendampingan yang dilakukan oleh LBH Makassar terkait kasus pidana 
anak yaitu ; Pertama pndaftran, Proses pertama ketika telah dilakukan penangkapan 
oleh anak maka wajib anak di damping pada tahap proses pemeriksaan oleh kuasa 
hukum. dengan ini sejalan dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa, 
“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum 
dan bantuan lain secara efektif”. Dan Pasal 23 ayat (1), menyebutkan bahwa 
“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan 
didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Begitu pula dengan pendapat 
salah satu pengacara LBH Makassar Kanda Pratiwi mengatakan bahwa 
pendampingan Anak terkait kasus pidana oleh LBH Makassar di mulai berdasarkan 
Surat Kuasa yang diajukan oleh pihak ABH atau mendaftarkan kepada LBH 
Makassar. Setelah mendaftar maka akan di periksa oleh sekretaris LBH Makassar 
apakah berkas perkara lolos atau tidak. Setelah itu apabila berkas telas lolos maka 
akan di limpahkan kepada devisi perempuan anak untuk di tangani dan penunjukan 
pendamping hukum oleh LBH Makassar. Apabila tidak lolos akan di limpahkan ke 
LBH APIK atau lembaga dan instansi terkait. Kedua Kepolisian, Berdasarkan 
tingkatan proses anak berhadapan dengan hukum di atur dalam Pasal 32, 33, 34, 35 
dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
 
14 Dokumen Profil, LBH Makassar, https://lbhmakassar.org/sejarah/, diakses tanggal 3 Juni 2021 
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Anak dan berdasarkan hasil wawancara anak di dampingi dalam pemeriksaan di 
kepolisian seperti pada saat penyidikan berlangsung. Apabila anak di tahan pihak 
LBH melakukan penangguhan anak. Apabila pada pemeriksaan anak membutuhkan 
pendampingan psikologis, medis dll, maka LBH Makassar akan melimpahkan anak 
ke P2TP2A atau LPSK untuk di damping secara psikologis terlebih dahulu karena 
LBH Makassar tidak memiliki tenaga psikologis. Setelah anak di damping pada 
tingkat pemeriksaan setelah itu LBH Makassar Mendampingi anak pada tahap 
Diversi bekerjasama dengan PK Bapas, Veksos yang berlansung paling lama 30 
hari.15 Apabila Diversi berhasil maka di tuangkan dalam laporan (berita acara) dan 
disahkan di pengadilan. Ketiga Penuntutan,pada tingkat penuntutan berdasarkan 
pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan berdasarkan hasil wawancara oleh pengacara LBH Makassar berkordinasi 
dengan jaksa dengan upaya agar tidak di lakukan penahanan bagi anak. Untuk 
memastikan anak telah di laksanakan sesuai dengan SPPA dan tetap akan 
dilaksanakan diversi apabila pada tingkat pemeriksaan tidak berhasil. Keempat 
Pengadilan, Bahwa mendampingi ABH di muka pengadilan dengan memastikan 
Hukum Acara sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dan KUHAP. Kelima Pasca Putusan : mendampingi ABH apabila vonis 
dikembalikan kepada orang tua maka tidak di damping lagi. Apabila divonis di 
LPKS atau rutan dan jaksa terlambat mengeksekusi sehingga terkadang pihak LBH 
Makassar yang bawa anak ke rutan beserta surat putusan. Cuti bersyarat, Asimilasi 
dan Hak-hak lain ketika ia menjadi warga binaan anak LBH juga dapat masuk 
dalam rana pendampingan pengacara. Apabila anak di LPKS tetapi anak ingin 
bersekolah, LBH biasa berkordinasi kepada pihak P2TP2A sehingga ada izin untuk 
sekolah tetapi tetap kembali ke LPKS.16 
Kekhususan dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
 
15 Ratna, S.H. Ex Kepala Divisi Perempuan, Anak dan Disabilitas LBH Makassar, , wawancara, 
Makassar, 10 Desember 2019 
16 Resky Pratiwi, S.H. Kepala Divisi Perempuan, Anak dan Disabilitas, wawancara, Makasssar, 29 
Oktober 2019 
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kemudian juga harus diterapkan dalam persidangan, antara lain pemeriksaan 
dilakukan dalam sidang tertutup dengan hakim tunggal dan oleh Hakim Anak. 
Seorang Hakim Anak, di samping memiliki kwalifikasi hakim secara umum juga 
harus memiliki minat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak serta 
telah mengikuti pelatihan teknis mengenai Peradilan Anak yang memiliki 
kekhususan-kekhususan. Jadi di samping mendalami masalah hukum dan teknisnya, 
juga dituntut untuk memiliki keilmuan di bidang psikologi, psikiatri, sosiologi dan 
andragogi serta keilmuan-keimuan lainnya yang terkait. Diutamakan hakim wanita 
yang telah berkeluarga dan telah memiliki anak.17 
3. Efektifitas Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Pendampingan Kasus 
Pidana Anak. 




Kekerasan Pendidikan Intimidasi Korban Konsltasi Diversi 
1 2015 5      5 
2 2016 27      27 
3 2017 25 6     31 
4 2018 8 4 8 8 5 1 32 
5 2019 12 3   3  18 
JUMLAH 113 
     Sumber : LBH Makassar 
Dari tabel diatas, pada tahun 2015 hanya menerima 5 pengaduan kasus kekerasan 
terhadap anak. Kemudian berbeda di tahun 2016 kasus kekerasan terhadap anak 
 
17 M.Hi., Dr. Hj. Asni, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan 
Integratif). Cet I : Gowa :Alauddin University Press, 2020, hlm 170 
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meningkat drastis.beberapa sebab mengapa anak dapat melaukan tindakan melawan 
hkum, seperti : anak broken home, lingkungan sekitar tidak mendidik, perhatian 
keluarga tidak memdai,. Menurut salah satu pengacara LBH Makassar bagian 
Perempuan dan anak bahwa pada dasarnya kasus anak harus diselesaikan secara 
cepat prosesnya tapi penegak hukum dan masyarakat kurang memahami perspektif 
tenteng anak sehingga kasus anak lambat penanganannya. Contoh eksekusi putusan 
jaksa sehingga kasus yang ditangani over stay di rutan. 
Sedangkan di tahun 2017 LBH Makassar mengalami peningkatan jumlah kasus 
anak yaitu 31 kasus anak. Namun, kasus kekerasan anak turun menjadi 25 kasus 
anak dan menerima kasus diskrimasi di tempat pendidikan sebanyak 6 kasus.  
Sedangkan di tahun 2018 pengaduan kasus kekerasan fisik terhadap anak 
mengalami penurunan drastic dengan menerima 8 pengaduan dan kembali 
menerima 4 kasus di lingkungan pendidikan, kasus intimidasi anak sebanyak 8 
kasus, dkemudian sebanyak 5 menerima pelayanan konsultasi terkait kasus anak 
yang merupakan salah satu tupoksi LBH Makassar selain melakukan pendampingan 
hukum, dan 1 kasus berhasil menempuh jalur Diversi atau upaya perdamaian antara 
korban dan pelaku pada kasus anak. Sehingga kasus anak yang di terima di tahun 
2018 sebanyak 32 kasus. 
Di tahun 2019 LBH Makassar menirma 12 kasus kekerasan fisik terhadap anak 
yang kembali mengalami peningkatan dan kembali menerima 3 kasus anak di 
lingkungan pendidikan yang mengalami sedikit penurunan dan konsultasi anak 
sebanyak 3 kasus. Jadi jumlah kasus anak pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus. Pada 
tahun 2019 terjadi penurunan kasus pidana anak yang di tangani oleh LBH 
Makassar menurut salah satu pengacara yang menjadi hambatan buat LBH 
Makassar adalah beban kasus pertahun dan Sumber daya manusianya. LBH 
Makassar hingga saat ini di isi oleh 6 pengacara dan 5 volunteer yang menjabat di 
beberapa devisi dengan tugas kasus masing-masing. Selain sumber daya manusia, 
kurangnya kasus anak yang telah di tangani kasus pidana anak adalah telah banyak 
lembaga yang khusus menangani kasus pidana anak contohnya Lembaga Bantuan 
Hukum APIK Makassar yang khusus menangani kasus perempuan dan anak dan 
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berdasarkan aggota unit PPA Polrestabes Makassar terkadang aparat kepolisiam 
merekomendasikan kasus anak di tangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) apabila belum mempunyai 
pendamping hukum. Sehingga dengan ini perkara anak yang di tangani oleh LBH 
Makassar makin menurun. Dan kurangnya perspektif aparat penegak hukum dan 
masyarakat tentang anak. 
Namun demikian, pada tahun 2019 menurut data Dinas Pemberdayaan perempuan 
dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar mencatat ada 1.305 kasus anak 
yang didominasi oleh kekerasan terhadap anak. Jumlah ini mengalami peningkatan 
yang sangat signifikan di banding jumlah kasus anak pada tahun 2018 sebanyak 758 
yang terdiri dari 110 kasus kekerasan seksual, 250 kekerasan fisik, 25 kasus 
penelantaran anak, 2 kasus perdagagan manusia dan kasus lain-lain sebanyak 321 
kasus. Jadi penurunan jumlah pengaduan kasus anak di LBH Makassar bukan 
berarti sebagai indikator jumlah kasus terhadap anak di kota Makassar juga 
mengalami penurunan.18 
LBH Makassar ada sejumlah instansi atau badan hukum yang terlibat aktif dalam 
penaganan kasus pidana anak, berikut hasil penanganan kasus pidana anak di 
Polrestabes Makassar dan Balai Permasyarakatan Kelas I A Kota Makassar.  
Jadi, berdasarkan tabel penerimaa kasus LBH Makassar dari tahun 2015 hingga 
2019 mengalami peningkatan dan mengalami menurunan pendampingan anak pada 
tahun 2019 di karenakan telah banyak Lembaga dan Instansi yang menangani kasus 
pidana anak. Dan kasus rata-rata di selesaikan dalam kurun waktu 6-12 bulan. 
;Kemudian berdasarkan wawancara salah satu anggota unit perempuan dan anak 
Polretabes Makassar apabila ada kasus anak dan belum ada pendampingan 
hukumnya maka Polrestabes akan melimpahkannya ke P2TP2A. begitulah LBH 
Makasssar apabila menolak kasus anak akan di limpahkan ke LBH APIK yaitu 
LBH yang menangani khusus anak dan perempuan. 
 
18 https://makassar.sindonews.com/berita/15294/2/dpppa-makassar-tangani-500-kasus-kekerasan-
terhadap-anak diakses pada 25 Oktober 2020 
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Berdasarkan tulisan diatas, dengan ini penulis dapat berkesimpulan yaitu, sebagai 
berikut : 
a. Proses pendampingan yang di lakukan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam 
penanganan pendampingan kasus pidana anak, antara lain Pertama : Pendaftaran 
perkara oleh para pencari keadilan dengan memberikan kuasa kepada LBH 
Makassar untuk melakukan Pendampingan. Setelah mendaftar berkas di seleksi 
apakah lolos atau tidak. Apabila lolos maka di tunjuk pengacara yang akan 
menampingi. Kedua : Pendampingan di tingkat kepolisian dari pemeriksaan, 
penyidikan dan penyelidikan dan pada saat proses diversi yang dilakukan pada 
tsetiap tingkat pemeriksaan. Ketiga : pendampingan pemeriksaan pada tingkat 
penuntutan berkordinasi dengan jaksa dengan upaya agar tidak di lakukan 
penahanan bagi anak. Untuk memastikan anak telah di laksanakan sesuai dengan 
SPPA dan tetap akan dilaksanakan diversi apabila pada tingkat pemeriksaan tidak 
berhasil. Keempat : mendampingi ABH di muka pengadilan dengan memastikan 
Hukum Acara sudah sesuai dengan UU SPPA dan KUHAP. kelima : 
Mendampinngi ABH sesuai dengan putusan pengadilan. Apabila vonis di 
kembalikan kepada orang tua maka LBH Makassar mendampingi hingga benar-
benar telah di laksanakan sesuai dengan putusan pengadilan. Berdasarkan proses di 
atas maka LBH Makassar telah melaksanakan susai dengan Undang-Undang yang 
berlaku. 
b. Pendampingan yang dilakukan LBH Makassar dari 5 tahun terakhir berdasarkan 
data tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan peran Lembaaga Bantuan Hukum 
Makassar terhadap kasus pidana anak telah di lakukan dalam kurun waktu 5 tahun 
sebanyak 113 kasus yang di damping dengan 1 kasus yang telah berdamai atau 
diversi. Kemudian semua kasus di selesaikan namun mengalami hambatan-
hambatan sehingga mengganggu efektifitas pendampingan seperti penerapan Asas 
cepat, Sederhana dan biaya ringan, yang harusnya kasus di selesaikan dengan cepat 
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harus terhambat karena kurangnya perspektif penegakan hukum dan masyarakat 
terhadap anak. Hingga pendampingan yang dilakukan rata-rata 6-12 bulan. Jadi 
Berdasarkan pendampingan yang dilakukan oleh LBH Makassar terhadap kasus 
pidana anak belum sepenuhnya efektif. Namun, penanganannya sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tagun 2012 tentang system peradilan pidana anak. 
2. Saran 
Saran akan penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini yaitu : 
a. Dalam proses pendampingan anak terkait kasus pidana kedepan setiap 
Lembaga Bantuan Hukum terkhusus Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
sudah ada pendampingan konseling psikologi anak sehingga tak perlu 
memerlukan waktu yang lama sehinnga harus anak di limpahkan ke P2TP2A 
terlebih dahulu. 
b. Efektifitas pendampingan LBH Makassar lebih sempurna apabila setiap 
elemen yang mendampingi anak bisa berjalan dengan baik sehinggaa perlunya 
massifnya program pencegahan LBH Makassar dalam melakukan sosialisasi 
dan kampanye tentang perspektif anak kepada masyarakat dan penegak hukum 
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